
MAL PELAYANAN PUBLIK



LATAR BELAKANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 

VISI & MISI BUPATI KARIMUN

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN 
KORUPSI  (RADPK)

PROGRAM GERAKAN INDONESIA MELAYANI

Visi : 
”Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi Nomor 5  
“Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul”.

Inilah kerangka mendasar yang harus diramu dalam tata cara

yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar

warga masyarakat sehingga lahir GENERASI PELAYANAN

PUBLIK TERPADU lalu generasi kedua bernama PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU (PTSP) dan MAL PELAYANAN

PUBLIK (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif

memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMN,
BUMD maupun swasta.



3

HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang

No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23  tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Keputusan Menteri PANRB Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Penetapan Percontohan MalL
Pelayanan Publik



DEFINISI MAL PELAYANAN PUBLIK

Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23

Tahun 2017 adalah tenpat berlangsungnya kegiatan atau

aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang,

jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan

perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun

daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan

usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan

pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan

nyaman.

;

MPP Karimun’s Plan



Tujuan Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik

Memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kemanan dan 

kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan

beruisaha di Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017, 

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah :



Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik

KETERPADUAN

BERDAYAGUNA

AKUNTABILITAS04

03

02

01

KOORDINASI

AKSESBILITAS

06 KENYAMANAN

05



Untuk semua jenis Perizinan terkait

Usaha dan Penanaman Modal yang 

menjadi kewenangan daerah dan 

telah di delegasikan ke DPMPTSP
SATU ATAP

Untuk semua jenis Pelayanan Publik

diluar perizinan usaha, baik berupa

kewenangan daerah, Provinsi maupun

Pusat, baik oleh institusi Pemerintah

maupun swasta

SATU PINTU

Pelayanan



yang tergabung dalam

Mal Pelayanan Publik

PEMDA

BUMN

BUMD

Swasta

KEMENTRIAN

LEMBAGA

PTSP Kabupaten

PTSP Provinsi

OPD Kabupaten

OPD Provinsi

KECAMATAN

Jasa Raharja

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan

PT. PLN

PT. POS

Perbankan

PDAM  

BANK DAERAH

BUP

Perumda

Perbankan UMKM, 

Food Station  

Asosiasi Usaha

Layanan Lainnya

KEMENTRIAN KEUANGAN

Dirjen Pajak Dirjen Bea Cukai

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

Dirjen Imigrasi Dirjen AHU

KEMENTRIAN ATR/BPN  

BKPM RI

KEPOLISIAN



Pembentukan MPP

Dengan beberapa K/L/I yang akan bergabung di
MPP

Pengelolaan SDM Pelayanan dan Sistem
Informasi Pelayanan yang Terpadu

Menyiapkan Gedung beserta sarana prasarana
yang dibutuhkan dalam implementasi MPP

Pengaturan Kelembagaan, Mekanisme Kerja
Antar Instansi, Bisnis Proses

Koordinasi Pelayanan baik Instansi Pusat dan

Daerah serta BUMN/D serta swasta yang akan
di integrasikan

Penataan SDM Pelayanan

Koordinasi Pelayanan

Penyiapan Sarana & Prasara

Sosialisasi & Publikasi
(Launching)

Pengaturan Mekanisme Kerja

Peresmian MPP



Pembentukan MPP
Koordinasi Pelayanan Pengaturan Mekanisme Kerja

Penyamaan Persepsi dan
Pembentukan Komitmen

Penyusunan PERBUP 
Penyelenggaraan MPP

Pembentukan TIM Teknis MPP

Audiensi ke Instansi Vertikal

Konfirmasi Kesediaan bergabung

Rangkaian Rapat Koordinasi

Penyusunan draft MoU (Nota 
Kesefahaman)

Penyusunan draft PKS (Perjanjian
Kerjasama)

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Penyusunan SOP

Penyusunan Tatatertib MPP



Pembentukan MPP
Penyiapan Sarana & Prasara Penataan SDM Pelayanan

Penataan Ruang Pelayanan dan
Pemrosesan ( Front Office dan Back 
Office)

Penataan Sistem Antrian

Pengembangan sistem Informasi dan
Data Base (Software & Hardware)

Penyediaan Listrik dan Jaringan Internet

Pengadaan sarana & Prasarana
Pendukung lainnya

Analisis kebutuhan SDM, mekanisme
rekrutmen, dan penataan kepegawaian
MPP

Penyusunan Strategi Pengembangan
SDM

Training Services Excellence untuk
petugas Front Office

Penyusunan mekanisme Reward 
&Punishment



Pembentukan MPP
Sosialisasi & Publikasi (Launching)

Penyusunan strategi Sosialisasi & 
Publikasi

Pengadaan Media Publikasi

 Soft Launching

Grand Launching MPP Karimun’s Plan



KONDISI SAAT INI

Lokasi Jalan Coastal Area Tanjung Balai Karimun

Rencana Gedung
yang akan
Dijadikan
Mal Pelayanan
Publik



MPP  YANG HARUS DISIAPKAN
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Loket Pelayanan

Tempat Bermain Anak

Ruang Laktasi

ATM Centre

Fasilitas Difabel

Meeting Room

Ruang Teknis

Papan Informasi

KANTIN/KAFETARIAAREA PARKIRMUSHOLLAFasilitas Penunjang



Dianggarkan untuk penyelenggaraan

MPP sebesar Rp. 17 M (Multi Years)

Pemerintah

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan MPP 

di Kabupaten Karimun

Disediakan Sarana dan Prasarana

Penunjang penyelenggaraan MPP

Penataan Sumber Daya Manusia yang 

Memiliki Kompetensi dan Profesional




